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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perencanaan
Proses perencanaan merupakan sebuah proses yang dilakukan dalam rangka mencapai sebuah kestabilan. Sehingga setiap aktivitas yang ada di dalamnya merupakan sebuah usaha yang dilakukan memiliki titik fokus untuk mencapai satu kondisi keseimbangan dalam konteks problem solving, future oriented dan resource allocation. 
Perencanaan kota merupakan suatu pemikiran rasional dan kegiatan implementatif untuk mengakomodasi kebutuhan baru di masa datang. Hal ini dimaksudkan untuk memprediksi perkembangan kota dengan melihat karakteristik lokal dan regional. Sehingga informasi yang up to date menjadi tuntutan proses perencanaan.
Stoner James A. F (1988) dalam merumuskan empat langkah dalam proses perencanaan pembangunan sebagai perikut;

1. Menetapkan Tujuan;

2. Menentukan situasi sekarang;

3. Menentukan bantuan dan rintangan;

4. Mengembangkan seperangkat tindakan. (Stoner James A. F dalam Yayat M. HeruJito 2001:89-90)

Planning (perencanaan) adalah fungsi dasar atau fungsi fundamental manajemen, karena organizing, staffing, directing dan contrling pun harus terlebih dahulu direndanakan. Perencanaan ditujukan pada masa depan yang penunh dengan ketidak pastian. Perencanaan dihubungkan dengan masalah “memilih”, artinya memilih tujuan dan rencana terbaik. Untuk mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada; tanpa alternatif perencanaanpun tidak ada.
“Menurut Drs. Malayu S.P Hasibuan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan sebuah plan (rencana). dengan kata lain perencanaan diproses oleh planer (perencana), dan hasilnya adalah plan (rencana). Dampak perencanaan baru akan terasa pada masa yang akan datang; agar resiko yang ditanggung relatif kecil, hendaknya segala kegiatan, tindakan kebijaksanaan direncanakan, terlebih dahulu (1985:94)”.

Dalam manajemen, kita harus membedakan antara ramalan dan perencanaan. Juga harus kita perhatikan bahwa semua premis perencanaan didasarkan atas ramalan. Tetapi premis perencanaan secara relatif lebih pasti. Disinilah letak perbedaannya antara premis perencanaan dan ramalan.
“Billy E. Goetz mendefinisikan perencanaan dalam bukunya Hasibuan Manajemen dasar dan pengertian masalah: Planning is fundamentally choosing and a planning problem aries an alternative course of action is discovered. Perencanaan adalah pemilihan yang fundamental dan masalah perencanaan timbul jika dapat alternatif-alternatif (1985:95)”.
Perencanan juga dapat diartikan sebagai kegiatan ilmiah yang melibatkan pengolahan fakta dan situasi sebagaimana adanya yang diajukan untuk mencari jalan keluar dan memecahkan masalah. Perencanaan sosial mula pertama digunakan di negara-negara maju seperti Eropa Barat dan Amerika Utara.

2.1.1 Model Perencanaan
Prinsip dalam perencanan program sangat tergantung pada asumsi dan tujuan dari perencanaan sosial itu sendiri. Asumsi tujuan perencanaan tidak ada yang seragam, melainkan tergantung pada model perencanaan yang dipilih. Oleh karena itu untuk memahami prinsip-prinsip dalam perencanaan sosial dapat dilakukan melalui penelaahan terhadap model-model perencanan sosial. Setidaknya ada empat model perencanaan sosial yang memuat prinsip-prinsip perencanaan secara tersendiri. (Gilbert dan Specht, 1997, dalam Suharto, membangun masyarakat memberdayakan rakyat, 2009:73)
A. Model Rasional Komprehensip

Model tersebut merupakan model yang paling terkenal dan luas diterima oleh para pembuat keputusan. Prinsip utama dalam model ini adalah bahwa perencanaan merupakaan suatu proses yang teratur dan logis. Model ini sangat menekankan pada aspek teknis metodologis yang didasrakan pada fakta-fakta, teori-teori dan nilai-nilai tertentu yang relevan. Dalam moel ini masalah yang ditentukan harus didiagnosis, ditentukan pemecahannya melalui perencanaan program yang komprehensif, kemudian diuji efektifitasnya sehingga diperoleh cara pemecahan masalah dan pencapaian tujuan yang paling baik.
Namun demikian, berbagai ahli menunjukan beberapa kelemahan yang melekat pada model ini (Winarto, 2002, dalam suharto):

1. Karena masalah dan alternatif yang diusulkan oleh model ini bersifat kompehensif, luas dan mencakup berbagai sektor pembangunan, program yang diusulkan oleh para pembuat keputusan serinkali tidak mampu merespon masalah yang spesifik dan kongkrit.

2. Seringkali tidak realistis, karena informasi mengenai masalah-masalah yang dikaji dan alternatif-alternatif yang diajukan seringkali menghadapi hambatan, misalnya dalam hal waktu dan biaya.
3. Para pembuat keputusan biasanya berhadapan dengan situasi konflik antar berbagai kelompok kepentingan.

B. Model Inkremental


Kekurangan dalam model rasional komprehensif melahirkan inkremental atau model penambahan (Incremental). Prinsip utama model ini mensyaratkan bahwa perubahan-perubahan yang diharapkan dari perencanaan tidak bersifat radikal, melainkan hanya perubahan-perubahan kecil saja atau penambahan-penambahan pada aspek-aspek program yang sudah ada. Prinsip ini berbeda dengan model pertama yang menekankan perubahan-perubahan fundamental. Model ini menyarankan bahwa perencanaan tidak perlu menentukan tujuan-tujuan dan kemudian menetapkan kebijakan-kebijakan untuk mencapainya. Yang diperlukan adalah menentukan kebijakan yang berada secara marginal saja.

C. Model Pengamatan Terpadu


Model pengamatan terpadu atau penyelidikan campuran (mixeds canning model). Model ini merupakan jalan tengah dari model yang pertama dan kedua yang memadukan unsur-unsur yang terdapat pada kedua pendekatan di atas, yakni menenai keputusan fundamental dan inkremental. Keputusan yang fundamental dilakukan dengan menjajagi alternatif-alternatif utama di hubungkan dengan tujuan. Tetapi tidak seperti pendekana rasional, hal-hal yang detail dan pesifikasi diabaikan sehingga pandangan yang menyeluruh dapat diperoleh. Sementara itu, keputusan-keputusan yang bersifat tambahan atau inkremental dibuat didalam konteks yang ditentukan oleh keputusan-keputusan fundamental. Dengan demikian, masing-masing unsur dapat mengurangi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada unsur lainnya.
D. Model Transaksi


Prinsip utama model ini menekankan bahwa perencanaan melibatkan proses interaksi dan komunikasi antara perencana dan para penerima palayanan. Oleh karena itu, model ini menyarankan bahwa perencanaan harus dapat menutup jurang komunikasi antar perencana dan penerima pelayanan yang membuat program-program. Caranya: dapat dilakukan dengan mendengarkan transaksi yang bersifat pribadi, baik lisan maupun tulisan secara terus menerus di antara mereka yang terlibat.
Perancanan sosial disini menunjuk pada proses pragmatis untuk menentukan keputusan dan menentukan tindakan dalam memecahkan masalah sosial tertentu seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, kebodohan (buta huruf), kesehatan masyarakat yang buruk (rendahnya usia harapan hidup), tingginya tingkat kematian bayi, kekurangan gizi, dll.
2.1.2 Jenis Perencanaan

G. R. Terry mengemukakan bahwa jenis-jenis perencanaan meliputi beberapa hal tersebut, diantaranya:

1) Objective
2) Policy

3) Procedure

4) Method
5) Program

6) Burget

1). Objective 

Bentuk sasaran yang diinginkan harus dirumuskan sejelas-jelasnya, dapat dimengerti dan ditafsirkan dengan mudah oleh orang lain. Sasaran yang diinginkan itu juga harus objektif, rasional, ideal serta cukup menantang untuk diperjuangkan, dan dapat dicapai oleh orang banyak. Tegasnya, sasaran yang diinginkan harus ditetapkan, supaya perencanaan itu tidak mengambang.
“Menurut G. R. Terry dalam Hasibuan (1985:99) mendefinisikan hal tersebut adalah sebagai berikut: “sesuatu sasaran manajerial adalah tujuan yang diingini yang melukiskan spoke yang jelas, serta memberikan arah pada usaha-usaha seorang manajer”. Goal (tujuan) lebih kecil daripada objective (sasaran); titik tertentu yang dicapai dalam sasaran adalah tujuan”.
Berdasarkan kutipan diatas maka dapat di katakan bahwa dalam melakukan sebuah proses pembangunan hendaknya harus memikirkan dampak dari pembangunan tersebut agar hasil dari pembangunan tidak melenceng atau berdampak negatif. Maka dari itu selaku perencana haruslah menentukan suatu sasaran. 
2). Policy (Kebijaksanaan)
Jenis kedua dalam perencanaan adalah kebijaksanaan, karena tanpa kebijaksanaan perencanaan itu kurang baik. Kebijaksanaan oleh para ahli diartikan sebagai berikut:
“Harold Koontz dalam Hasibuan (1985:99-100): General statement of understanding that guide thingking in decision making. Their function is to mark out an area in which decision can be made, thus leading some assurance that decision will be consistent with and contribute to goals or objective. Kebijaksanaan adalah pernyataan-pernyataan atau pengertian-pengertian umum yang memberikan bimbingan berfikir dalam menentukan keputusan. Fungsinya adalah menandai lingkungan di sekitar kepuusan yang dibuat, sehingga memberikan jaminan bahwa keputusan-keputusan itu akan sesuai dengan dan menyokong tercapainya arah atau tujuan”.
George R. Terry dalam Hasibuan (1985:100), Kebijaksanaan adalah suatu pedoman yang menyeluruh baik lisan maupun tulisan yang memberikan suatu batas umum dan arah tempat managerial action akan dilakukan.
3). Procedure
Prosedur-prosedur juga menetapkan perencanaan, karena prosedur menunjukan pemilihan cara bertindak dan berhubungan dengan aktifitas-aktifitas masa depan. Prosedur benar-benar merupakan petunjuk-petunjuk untuk tindakan dan bukan untuk cara berfikir. Prosedur memberikan detail-detail tindakan, dengannya suatu aktivitas tertentu harus dilaksanakan. Esensinya adalah rentetan tindakan yang diatur secara kronologis/berurutan.
“George R. Terry dalam Hasibuan (1985:103) mendefinisikan sebagai berikut: A procedure is a saries of related tasks that meke up the chronological sequence and the established way of performing the work to be accomplished. Prosedur adalah suatu rangkaian tugas yang mewujudkan urutan waktu dan rangkaian itu harus dilaksanakan”.
Penetapan prosedur dalam perencanaan adalah penting, supaya pelaksanaan kinerja tidak simpang siur. Banyak kelambatan dan kemandekan dalam pekerjaan yang dibabkan oleh kurang tertibnya prosedur kerja. Kalau kebijaksanaan dianggap sebagai bimbingan untuk berfikir dalam menentukan suatu keputusan, maka prosedur, adalah juga merupakan bimbingan, akan tetapi sifat bimbingannya adalah jelas dan secara nyata harus dipakai sebagai pedoman bukan lagi dalam hal berfikir akan tetapi justru dalam hal bertindak. Kebijaksanaan menbutuhkan interpretasi dalam penggunaannya.
4). Method
Metode adalah merupakan hal yang fundamental bagi setiap tindakan dan berhubungan dengan prosedur; suatu prosedur terdiri dari serangkaian metode.
“George R. Terry dalam Hasibuan (1985:107) A method can be defined as the result of determining the manner of work performance of a task giving adequate consideration to the objective, facilities available and total wxpenditures of time, money and effort. Suatu metode dapat didefinisikan sebagai hasil penentuan cara pelaksanaan suatu tugas dengan suatu pertimbangan yang memadai menyangkut tujuan, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan jumlah penggunaan waktu, uang dan usaha”.
Dalam sebuah kutipan yang G. R. Terry katakan diatas bahwa metode adalah salah satu jenis yang mendukung keberhasilan suatu perencanaan maka hendaknya metode atau suatu hasil tentunya sangat berperan penting didalamnya. Dengan demikian hasil dari sebuah perencanaan harus dipertimbangkan baik dan buruknya agar publik merasa puas akan hasil dari pembangunan tersebut.
5). Program
Program merupakan usaha-usaha untuk mengefektifkan rangkaian tindakan yang harus dilaksanakan menurut bidangnya masing-masing. Suatu rencana umumnya meliputi bidang-bidang “produksi, finansial, personalia dan pemasaran” yang masing-masing disusun dalam berbagai program dan setiap program ini harus menunjang pelaksanaan berbagai macam program itu.
“Program adalah suatu rencana yang pada dasarnya telah menggambarkan rencana yang kongkret. Rencana ini kongkretnya karena dalam program sudah tercantum baik sasaran, kebijaksanaan, prosedur maupun anggarannya. Drs. Malayu S.P Hasibuan dalam bukunya Menejemen Dasar, Pengertian dan masalah (1985:104)”. 
Apabila dari salah satu rangkaian dalam sebuah perencanaan tidak terpenuhi satu sama lain maka perencanaan tersebut akan berdampak buruk dikarenakan putusntya serangkaian penunjang untuk memaksimalkan hasil dari perencanaan pembangunan tersebut.

6). Burget (Anggaran)
Adalah suatu rencana yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran yang akan dilakukan setiap bidang. Dalam anggaran ini hendaknya tercantum besarnya biaya dan hasil yang akan diperoleh. Dengan demikian anggaran harus rasional. Anggaran adalah suatu ihtiar dari hasil yang diharapkan dan pengeluaran yang disediakan untuk mencapai hasil tersebut yang dinyatakan dalam kasatuan uang.

Tradicional Burget adalah cara-cara menyusun data kebutuhan akan dianggarkan yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa tentang rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Performance burget menggambarkan maksud dan tujuan penggunaan dana-dana, biaya-biaya, progam-program yang di usulkan untuk mencapai tujuan tersebut, serta data kuantitatif yang mengatur penyelesaian pekerjaan yang ditetapkan pada setiap program. Dalam penganggaran harus ditetapkan sumber-sumber dana dan penggunaan dana secara jelas, terperinci agar semua pengeluaran dan hasil yang diharapkan tercapai dengan baik. Anggaran sangat perlu untuk pengendalian dana yang tersedia, apakah penggunaan dana tersebut sesuai dengan yang direncanakan, khususnya di bidang keuangan.
2.2 Pembangunan
Kata pembangunan dikatakan mengalami degradasi makna serta perubahan tingkat apresiasi seperti saat ini dipandang sebagai salah satu bagian dari rezim lama yang terbukti menyengsarakan rakyat banyak. Ironisnya, kesengsaraan serta berbagai distorsi atas norma yang terjadi pada masa sebelumnya justru dirasakan sebagai akibat yang timbul dari proses pembangunan itu sendiri. Padahal, secara ideal normatif proses pembangunan merupakan langkah yang mampu menciptakan perbaikan nasib dan kesejahteraan bagi rakyat banyak.

Menurut Hollis Chenery dalam djoko sudantoro (2009:24-25) yang merupakan pakar ekonomi memperkenalkan teori pembangunan yang menitik beratkan kajiannya pada tahapan perubahan struktural dalam sistem perekonomian, industri dan struktural kelembagaan perekonomian yang terdapat pada Negara berkembang. Dengan melawati tahapan tersebut, Negara berkembang akan mengalami tradisional menuju sektor industri.

Pembangunan sebagai suatu proses sebenarnya dibutuhkan kapan saja dan tanpa pandang tempatmana dilaksanakan. Bagi negara-negara di kawasan Asia dan Afrika yang notabene merupakan daerah koloni tersebut, pembangunan merupakan cara untuk mngejar ketertinggalan dari mereka serta kelanjutan dari perjuangan politik.

Selain sebagai suatu proses yang bersifat multi dimensional, dampak (negatif) pembangunan itu sendiri ternyata jauh lebih beragam dan besar dari pada yang dibayangkan oleh berbagai teori yang memberikannya landasan pembenar. Kenyataan menunjukan bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara seringkali hanya mampu menciptakan pertumbuhan yang tidak merata sedangkan prestasi kecil tersebut memacu kesenjangan antara segelintir warga negara dengan mayoritas warga lainnya, pengangguran pada sebagian anggota masyarakat, urbanisasi yang tinggi sehingaerah perokonomian mengalami kelebihan beban.
2.2.1 Tugas Pembangunan
Perencanaan pembangunan menurut pengertian yang sering di acu oleh istilah tersebut adalah upaya sadar untuk menunaikan beberapa di antaranya, kalau tidak semua.
Coralie Bryant Louwise G. White dalam bukunya menejemen pembangunan untuk Negara berkembang (1989:215-216) adalah sebagai berikut:
1. Mangumpulkan dan menaksir indikator-indikator agregat bagi kondisi-kondisi sosial ekonomi suatu negara.

2. Mengumpulkan dan menaksir data tentang sektor-sektor penting dalam perekonomian negara.
3. Mengidentifikasi hubungan antara sektor dalam rangka menunjukan secara jelas bidang kegiatan yang esensial untuk persoalan kunci.
4. Menujukan secara jelas pendekatan alternatif kearah pembenahan masalah yang mempengaruhi perokonomian secara keseluruhan dan masalah yang mempengaruhi sektor tertentu.
5. Mengidentifikasi implikasi pendekatan alternatif itu terhadap alokasi.
6. Memberikan identifikasi alternatif seberapa penjelasannya yang tegas dan rinci kepada pembuat keputusan tingkat tinggi, biasanya pada tataran kabinet.
7. Memaparkan implikasi alternatif itu berdasarkan kiatan sektoral.

8. Menysun tindak lanjut bagi keputusan yang diambil pada pembicaraan perencanaan yang berlangsung sebelumnya.

9. Terus-menerus memantau indikator kesejahteraan ekonomi dan sosial nasional dan memantau indikator hubungan sektoral.

10. Melaksanakan evaluasi dan memastikan bahwa hasil yang telah dicapai tercakup dalam perencanaan dan pembahasan berikutnya.
Akan tetapi dalam mempertimbangkan kecocokan organisasional yang optimal untuk badan perencanaan tersebut, penyusunan staf, penetapan, pemberian wewenang pada otoritas, dan corak hubungan antara badan itu dengan badan-badan lain dalam pemerintahan ditentukan juga oleh keeratan hubungan antara tugas keseluruhan dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut sebagai bagiannya.
2.2.2 Mengukur Pembangunan
Di Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, kata ini diartikan sebagai unsaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali, kemajuan yang dimaksud terutama adalah kemajuan material. Maka, pembangunan seringkali diartukan sebagai kemajuan yang dicapai oleh masyarakat di bidang ekonomi.
Dr. Arief Budiman dalam bukunya teori pembangunan dunia ketiga menyatakan bahwa ada empat hal untuk menentukan/mengukur pembanguan, diantaranya adalah:
1. kekayaan rata-rata. 

Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara tersebut setiap tahunnya. Jadi pembangunan disini diartikan sebagai jumlah kekayaan keseluruhan sebuah bangsa atau negara.
2. Pemerataan

Segera menjadi jelas bahwa kekayaan keseluruhan yang dimiliki, atau yang diproduksikan oleh sebuah bangsa, tidak berarti bahwa kekayaan itu mereka dimiliki semua oleh penduduknya. Bisa terjadi, sebagian kecil orang di dalam Negara tersebut memiliki kekayaan yang berlimpah, sedangkan sebagian besar hidup dalam kemiskinan. Hal tersebut ini dapat menimbulkan ironi. 

Dengan demikian dapat dikatakan, bangsa atau Negara yang berhasil malakukan pembangunan adalah mereka yang di samping tinggi produktivitasnya, penduduknya juga makmur dan sejahtera secara relatif merata.
3. Kerusakan Linkungan

Sebuah negara yang tinggi produktivitasnya, dan merata pendapatan penduduknya, bisa saja berada dalam sebuah proses untuk menjadi semakin miskin. Hal ini, misalnya, karena pembangunan yang menghasilkan produktivitas yang tinggi itu tidak memperdulikan dampak terhadap lingkungannya. Lingkungannya semakin rusak. Sumber-sumber alamnya semakin terkuras, sementara kecepatan bagi alam untuk melakukan rehabilitasi lebih lambat dari pada kecepatan sumber kerusakan alam tersebut.
Oleh karena itu seringkali terjadi pembangunan yang dianggap berhasil ternyata tidak memiliki daya kelestarian yang memadai. Akibatnya pembangunan tersebut tidak berkelanjutan, atau tidak sustainable. Karena itu, perlu faktor-faktor baru sebagai tolak ukur terhadap keberhasilan pembangunan. Bilamana faktor ini disertakan sebagai tolak ukur, daftar urut keberhasilan pembangunan dari negara-negara yang ada di dunia ini akan mengalami perubahan.

4. Keadilan Sosial dan Kesinambungan

Demikianlah, tolak ukur pembangunan yang berhasil, yang semula hanya memberi tekanan pada tingkat produktivitas ekonomi pada suatu negara, kini menjadi semakin kompleks. Sebenarnya, faktor keadilan sosial dan faktor lingkungan saling berkaitan erat. Yang pertama, keadaan sosial, bukanlah faktor yang dimaksudkan atas dasar pertimbangan moral, yaitu demi keadilan saja. Tetapi faktor ini berkaitan dengan kelestarian pembangunan juga.
Dengan demikian, seperti juga masalah kerusakan alam yang dapat mengganggu kesinambungan pembangunan, faktor keadilan sosial juga merupakan semacam kerusakan sosial bisa mengakibatkan dampak yang sama. Karena itu, dapat dirumuskan bahwa pembangunan yang berhasil mempunyai unsur sebagai berikut: 

	
	Pertumbuhan ekonomi
	

	Pembangunan yang berhasil

	
	

	
	Berkesinambungan
	· tidak terjadi kerusakan sosial

· tidak terjadi kerusakan alam


Dengan demikian konsep pembangunan menjadi semakin kompleks tidak hanya terbatas pada masalah sosial dan lingkungan.
2.3 Pelayanan

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. 
2.3.1 Definisi Pelayanan

Pelayanan publik menurut Sinambela (2005:5) adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.
“Definisi pelayanan publik menurut Kepmen PAN No 63 Tahun 2004 adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan suatu kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat”.
Kurniawan (2005:5) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain untuk masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah di tetapkan.
2.3.2 Jenis Pelayanan

Keputusan MENPAN No 63 Tahun 2004 mengelompokkan tiga jenis pelayanan dari instansi pemerintah BUMN/BUMD. Pengelompokan jenis pelayanan tersebut didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan dan produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu (1). Pelayanan administratif, (2). Pelayanan barang, (3). Pelayanan jasa.
1) Jenis Pelayanan Administratif. Adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen misalnya sertrifikat, ijin-ijin, rekomendasi, keterangan dan lain-lain. Misalnya jenis pelayanan sertifikat tanah, pelayanan, IMB, pelayanan administrasi kependudukan (KTP< NTCR, akte kelahiran, dan akte kematian)
2) Jenis Pelayanan Barang. Adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan bertupa kegiatan peyediaan dan atau pengolahan bahwan berwujud fisik termasuk distribusi dan penyampaian kepada konsumen langsung (sebagai unit atau individual) dalam suatu sistem. Secara keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir berwujud benda (berwujud fisik) atau yang dianggap benda yang memberikan nilai tambah secara langsung bagi penggunanya. Misalnya, jenis pelayanan listrik, pelayanan air bersih, pelayanan telepon.
3) Jenis Pelayanan Jasa. Adalah jenis pelayanan yang dinerika oleh unit pelayanan berupa sarana dan prasarana dan penunjangnya. Pengoperasiannya berdasarkan suatu sistem pengoperasian tertentu dan pasti. Produk akhir berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis pakai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, pelayanan angkutan datar, laut dan udara, pelayanan kesehatan, pelayanan perbankan, pelayanan pos, dan pelayanan pemadam kebakaran.

Keriga peraturan yang dilakukan pemerintah melalui kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara tentang pelayanan publik tersebut orientasinya adalah pelanggan atau publik (masyarakat) yang dilayani. Hal ini ditegaskan jelas dalam peraturan tersebut. Dalam artian bahwa kalau kinerja pelayanan publik instansi pemerintah berdasarkan peraturan tersebut juga orientasinya juga pelanggan, maka perhatian aparatur harus berorientasi pada publik.
2.3.3 Indikator Kinerja Pelayanan

Indikator kinerja yang dimaksudkan oleh LAN-RI (1999:7), adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkatan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator masukan (inputs) keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan dampak (impacts).
Dwiyanto (2006:50-51), menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu sebagai berikut:
A. Produktivitas
Yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan. Produktifitas pada umumnya dipahami sebagai ratio input dengan input. Konsep produktifitas dirasa terlalu sempit dan kemudian General Accounting Offic (GAO) mencoba menggambarkan suatu ukuran produktifitas yang lebih luas dengan memasukan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan salah satu indikator yang penting. 

B. Kualitas layanan

Cenderung lebih penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang muncul mengenai organisasi publik yang muncul karena ketidak puasan publik terhadap kualitas. Dengan demikian menurut Dwiyanto dalam Pasolong (2008:203) kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator birokrasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi kepuasan masyarakat teradap kualitas pelayanan seringkali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Kualitas relatif sangat tinggi, maka menjadi suatu ukuran kinerja birokrasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Keputusan masyarakat bisa menjadi indikator untuk menilai kinerja birokrasi publik.

C. Responsivitas

Yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas layanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Secara tingkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjelaskan misi dan tujuannya terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditujukan dengan ketidak selarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan birokrasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.
D. Responsibilitas

Lenvine dalam Dwiyanto (2006:51) menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun yang implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.
E. Akuntabilitas

Yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya ialah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan publik. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik itu konsisten dengan kehendak publik. Kinerja birokrasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh birokrasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dilihat dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan birokrasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.
2.3.4 Pengukuran Kinerja Pelayanan

Pengukuran kinerja pada dasarnya digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, dan atau kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan pencapaian indikator kerja. 

“Gary Dessler (2000) dalam Harbani Paolong (2008:206), menyatakan bahwa penilaian kinerja adalah merupakan upaya sistematis untuk membandingkan apa yang dicapai seseorang dibandingkan dengan standar yang ada. Tujuannya, yaitu untuk mendorong kinerja seseorang agar bisa di atas rata-rata”.

Penilaian kinerja merupakan evaluasi keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam menjalankan tugasnya. Jika penilaian kinerja terhadap birokrasi, berarti evaluasi keberhasilan atau kegagalan birokrasi dalam menjalankan tugasnya sebagai palayan masyarakat.

2.3.5 Kualitas Pelayanan Publik

Selanjutnya pelayanan yang berkualitas menurut Osborne dan Gebler (1995), serta Bloom (1981) dalam Pasolong (2008:211), antara lain memiliki ciri-ciri seperti: tidak prosedural (birokratis), terdistribusi dan terdesentralisasi, serta berorientasi pada pelanggan. Sedangkan menurut Hetereigonity dalam Pasolong (2008:211) berarti pemakaian jasa atau klien atau pelanggan memiliki kebutuhan yang heterogen. Pelanggan dengan pelayanan yang sama kemungkinan memiliki prioritas berbeda. Demikian pula Performance sering berfariasi dari suatu prosedur ke prosedur lainnya bahkan dari waku ke waktu.
“Gerson (2002:55) dalam Harbani Pasolong (2008:212), menyatakan pengukuran kualitas internal memang penting. Tetapi semua itu tidak ada artinya jika pelanggan tidak puas dengan apa yang diberikan. Untuk membuat pengukuran kualitas lebih berarti dan sesuai, “tanyakan” pada pelanggan apa yang mereka inginkan, yang bisa memuaskan mereka”.
Pandangan tersebut dapat diartikan dua sudut pandang tentang pelayanan internal, adalah langkah awal dilakukannya suatu pelayanan. Akan tetapi pelayanan tersebut harus sesuai dengan pelanggan yang dilayani. Artinya bagaimana upaya untuk memperbaiki kinerja internal harus mengarah atau merujuk pada apa yang diinginkan pelanggan (eksternal). 
